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ja Hambalan
Tolak Interpelasi
JAKARTA —Panitia Kerja (Panja) Ham-
balang Komisi X DPR menolak rencana
pengajuan hakinterpelasi (bertanya) kasus
dugaan korupsi proyek pembangunan

Pusat Pengembangan Pelatihan Sekolah
Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

Panjamenilai interpelasi hanya
akan menjadi panggung politik
__para politisi di parlemen. Hak
interpelasi ini sebelumnya dire-
komendasikan Badan Akunta-
bilitas Keuangan Negara
(BAKN)DPRuntukmenyelesai-
kankasus Hambalang.

Ketua Panja Hambalang
Komisi X DPR Agus Hermanto
mengatakan, kasus Hamba-
lang ini cukup diselesaikan
oleh panja.Saatini,panjayang
dibiayai oleh uang rakyat se-
dang berjalan. “Kalau mau in-
terpelasi, diproses saja sesuai
undang-undang. Dari semua
fraksi memberikan pandang-
annya,tapikalaumenurut saya
interpelasi-hanya mengham-
burkan uang rakyat. Jika uang
rakyat hanya digunakan untuk
panggung politik dan penci-
traan saja, apakah rela?” tan-
das Agus di Gedung DPR, Ja-
karta,kemarin. ’

Menurut dia, Panja Ham-
balang optimistis semua masa-
lah yang terkait dengan kasus
dugaan korupsi proyek pemba-
ngunan P3SON Hambalang
akan bisa diselesaikan di ting-
kat panja. Saat ini, panja tetap
memprosesnya dan terus di-

kuatkan melalui masukanin-
formasi dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).

Panja, ujarnya, juga sudah
meminta BPK untuk lebih me-
nguatkan penyelesaian kasus
Hambalang. Bahkan, panja
sudahmelibatkananggotadari
Komisi V DPR sebagai pihak
yang memahami masalah in-
frastruktur. “Kalau masalah
anggaran, Komisi X DPR ber-
tanggung jawab. Kalau masa-
lah hukum yang menangani
aparat penegak hukum yakni
Komisi Pemberantasan Korup-
si (KPK). Saat ini kasus Ham-
balang sedang berproses dan
masuk tahap penyidikan di
KPK,” paparnya.

Sebagai bentuk pertang-
gungjawaban kinerja Panja
Hambalang, Agus menyampai-
kan, pihaknya berjanji akan
memublikasikan semua ke-
giatan. Dia juga menjamin se-
muadokumendannotulensira-
pat Panja Hambalang bisa di-
akses publik.

Senada diungkapkan ang-
gota Panja Hambalang Komisi
X DPR Raihan Iskandar. Dia
sepakatagarkasusHambalang
cukup diselesaikan di panja

saja. Pasalnya, jika sudah
masuk interpelasi, kasus ini
akan menjadi bola liar. “Ka-
rena akan banyak campur ta-
ngan politik, padahal kasus
seperti Hambalang ini butuh
kajian mendalam, termasuk
kajian teknis. Ini sudah men-
jadi tanggung jawab panja.
Jadi, biarkan panja yang me-
nyelesaikan,” tandasnya.

"“Tapikalau
menurutsaya
interpelasibanya
menghamburkan
uang rakyat."”
AGUS HERMANTO

Ketua Panja Hambalang
Komisi X DPR

Raihan mengemukakan,
Panja Hambalang dalam wak-
tu dekat akan melahirkan ke-
simpulan dan rekomendasi.
Rencananya, sebelum menge-
luarkan kesimpulan dan reko-
mendasi, panja terlebih dulu
berkoordinasi dengan BAKN
DPR. Panja juga sudah mene-
kankan agar pada masa sidang
II DPR tahun 2012-2013 ini
persoalan Hambalang dapat
diselesaikan.

Dia mengakui belum ada-
nya kesimpulan dan rekomen-
dasi dari panja bukan lantaran
kinerja panja lamban. “Ini ka-
rena BPK memberikan hasilla-
poran pada masa reses, sehing-
ga kita tidak bisa berbuat apa-

apa.Saya harap darihasilaudit
investigatif BPK tahap I dan
telaahan BAKN DPR bisa di-
ambil satu kesimpulan. Saya
sendiriyakinpenyelesaiansoal
Hambalang ini sudah bisa
terselesaikan melalui audit
investigatif BPK dan telaahan
BAKN,” paparnya.

‘Wakil Ketua DPR Priyo
Budi Santoso mengatakan, ba-
gaimanapun pihaknya meng-
apresiasi langkah cepat yang
dilakukan BAKN DPR yang
melakukan telaahan hasil
audit investigatif BPK terha-
dap proyek pembangunan
P3SON Hambalang.

Apresiasijugadisampaikan
terkait usulan BAKN yang
mengajukan adanya hak inter-
pelasi untuk menyelesaikan
kasus Hambalang. Namun,
Priyo berpendapat, karena su-
dah masukranah hukum maka
biarkan saja kasus ini dita-
ngani aparat penegak hukum.
“Biar KPK menyelesaikan ka-
susini(Hambalang).Tidak per-
lu ke arah interpelasi. Tapi ka-
lau dipandang perlu didesak
dengan interpelasi, itu adalah
hak anggota DPR yang harus
dihormati,” paparnya.

Politikus Partai Golkar ini
menilai, jika. interpelasi di-
gunakan sebagai jalur politik
untuk mendesak aspek hukum
yang berlaku, hal tersebut
tidak salah.Namun,agakberle-
bihan kalaumasalah ini berge-
rak di hukum dan masih mun-
cul jugainterpelasi.
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